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W
acana penundaan Pe­
milu 2024 menjadi sa­
tu atau dua tahun 

mencuat kembali, salah satunya 
usulan dari Ketua Umum PKB 

. Abdul Muhaimin Iskandar dan 
sebelumnya Menteri Investasij 
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. 
Alasan penundaan pemilu kare­
na mengganggu stabilitas eko­
nomi dan agar momentum per­
baikan ekonomi tidak hilang 
dan tidak terjadi freeze untuk . 
mengganti stagnasi selama dua 
tahun masa pandemi (Kompas, 
24/2/2022). 

Wacana penundaan pemilu 
ini mendapat respons publik 
yang beragam. Ada yang sepa­
kat, ada pula yang menolak, 
tetapi hanya bermuara pada ar­
gumentasi politik dan ekonomi. 
Padahal, pemilu meri.Ipakan 
agenda kenegaraan yang funda­
mental. Maka, wacana ini seha­
rusnya diposisikan dari pers­
pektif hukum ketataneg~aan. 
Dengan demikian, penolakan 
dan kesepakatan atas wacana 
ini berkepastian hukum dan 
hukum menjadi pemutus akhir 
dari wacana pelik kenegaraan. 

Perspektif HTN 
tunda pemilu 

Dalam hukum tata negara 
(HTN) kita tak terdapat per­
aturan (kekosongan hukum) 
yang mengatur soal penundaan 
pemilu, baik di level konstitusi 
(UUD 1945) maupun un­
dang-undang (UU). 

Lihatlah faktanya, Pasal 22E 
Ayat (1) dan (2) UUD 1945 
menyatakan: (1) "Pemilihan 
umum dilaksanakan secara 
langsung, umum, bebas, raha­
sia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) 
tahun sekali" dan (2) "Pemilih­
an umum diselenggarakan un­
tuk memilih anggota DPR, DPD, 
Presiden dan Wapres dan 

PRD". 

Selanjutnya, Pasal 167 Ayat 
(1) UU Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Pemilu menyfl.takan, 
"Pemilu dilaksanakan setiap 5 
(lima) tahun sekali." Dengan 
tak diaturnya penundaan pemi­
lu bukan berarti tak boleh di­
tunda karena HTN merupakan 
ilmu yang mengikuti dinamika 
problem kenegaraan melalui 
akomodasi fakta-fakta empirik: 
sosial, ekonomi, dan politik. 

Maka, terdapat asas HTN 
laws change by precedent (hu­
kum dapat berubah karena pe­
ristiwa tertentu). HTN selalu 

' menyediakan solusi huklun ja­
lan keluar (exit law) pengaturan 
baru. 

Jalan keluar HTN 
Karenl1 pemilu merupakan 

agenda fundamental bernegara, 
maka. exit law yang disediakan 
HTN adalah melalui perubahan 
kon.stitusi (UUD). Menurut Ge­
orge Jellinek (1962), perubahan 
konstitusi bisa dilakukan mela­
lui dua acara. Pertama, veifas­
sungsanderung, dilakukan de­
ngan cara formal yang ditentu­
kan dalam konstitusi. 

Kedua, veifassungs-wande­
lung, dilakukan tidak berdasar­
kan cara formal yang ditentu­
kan dalam konstitusi, melain­
kan melalui jalur nonformal 
a tau peristiwa luar biasa, seperti · 
revolusi, kudeta (coup d'etat), 
konvensi, dan keadaan darurat. 

Perbedaan pokok an tara per­
ubahan formal dan nonformal 
konstitusi terletak pada penga­
ruhnya terhadap teks konstitu­
si. Perubahan formal tentu saja 
mengubah bunyi teks konsti­
tusi, sedangkan perubahan 
nonformal konstitusi tidak 
mengubah teks konstitusi, ha­
nya mengubah makna dan atau 
praktik (kontekstualisasi) atas 
norma konstitusi. 

Sedangkan menurut KC 

Wheare, (1992) ada beberapa 
cara mengubah konstitusi, an­
tara lain, pertama, some primary 
forces (beberapa kekuatan yang 
bersifat primer), dan kedua,ju­
dicial interpretation (penafsiran 
konstitusi oleh pengadilan). 

Ubah konstitusi informal 
Dalam konteks kekinian, pe­

mikiran ~eorge Jellinek dan KC 
Wheare sangat relevan diper­
timbangkan. Mengubah keten­
tuan Pasal 22E Ayat (1) dan (2) 
UUD 1945 dengan menambah 
klausul "menunda Pemilu" de­
ngan perubahan secara formal 
veifassungsanderung, sesuai ke­
tentuan Pasal 37 UUD 1945 
sulit terwujud karena akan 
membuka kotak pandora pada 
keinginan banyak pihak untuk 
mengubah semua isi kenstitusi 
yang dapat berakibat kegaduh­
an politik tak berkesudahan. 

Mengubah konstitusi bisa di­
lakukan secara informal (veifas­
sungs-wandelung) melalui dua 
acara. Pertama, melalui some 
primary forces (beberapa keku­
atan yang bersifat primer), mi­
salnya, salah satu kekuatan pen­
dorongnya adalah negara dalam 
keadaan darurat pandemi Co­
vid-19 dan berdasarkan pertim­
bangan obyektif keuangan ne­
gara terkonsentrasi untuk pe­
nanggulangap Covid-19 sehing­
ga tak mampu membiayai pe­
milu. 

Penundaan pemilu di suatu 
negara bukanlah hal yang tabu. 
Beberapa negara telah melaku­
kan penundaan pemilu dengan 
alasan pandemi. Setidaknya 
berdasarkan data Institute for 
Democracy and Electoral As­
sistance/ IDEA (2020) terdapat 
48 negara a tau 53,79 persen 
dari 193 negara anggota PBB 
menunda pemilu karena pan­
demi Covid-19, baik pemilu 
tingkat pusat maupun lokal. 
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Kedua, melalui judicial in­
terpretation (penafsiran konsti­
tusi oleh pengadilan). Dalam 
perkembangannya, Mahkamah 
Konstitusi (MK) memiliki oto­
ritas menafsirkan konstitusi se­
bagaimana diatur di Pasal 24C 
UUD 1945. MK pernah meno­
rehkan sejarah melalui putus­
annya menafsirkan teks UUD 
1945 setara dengan mengubah 
UUD 1945. 

Misalnya, Putusan MK No 
008/PUU-II/2004 terkait uji 
materi UU No 23/2003 tentang 
Pemilu Presiden dan Wakil Pre­
siden, ada penafsiran MK yang 
mengubah secara tak langsung 
teks UUD 1945, khususnya ber­
dampak pada bunyi Pasal6 Ayat 
(1) UUD 1945. 

Memastikan tunda pemilu 
Maka, exit law yang disedia­

kan HTN guna memastikan bo-. 
leh tidaknya penundaan pemilu 
ini dapat dilakukan melalui uji 
materi (judicial review) ke MK 

' atas ketentuan Pasal167 Ayat (1) 
UU No 7/2017 tentang Pemilu 
dengan batu uji Pasal 22E Ayat 
(1) UUD '1945 dikaitkan dengan 
Pasal22 Ayat (1) UUD 1945 yang 
menyatakan, "Dalam hal ihwal 
kegentingan yang memaksa, 
Presiden berhak menetapkan 
peraturan pemerintah sebagai 
pengganti undang-undang." 

- Memalillai Pasal22E Ayat (1) 
ini memang seharusnya kewa­
jiban pemilu adalah setiap lima 
tahun sekali, jika negara dalam 
keadaan normal. Namun, dika­
itkan dengan Pasal 22 Ayat (1) 
UUD 1945, bagaimana jika re­
alitasnya negara tidak normal? 

Mungkinkah dibuka opsi ke­
tatanegaraan menunda/meng­
undurkan jadwal pemilu? MK 
dapat berperan karena memili­
ki kewenangan untuk menafsir­
kan maksud dari Pasal22E Ayat 
(1) dan Pasal 22 Ayat (1) UUD 
1945 bahwa Pemilu Presiden 
dan Wapres, DPR, DPD, dan 
DPRD dilaksanakan lima tahun 
sekali, dan apakah dapat dilak­
sanakan tidak lima tahun sekali 
karena dalam keadaan darurat 
Covid-19? , 

Putusan MK ini dapat men­
ja:di dasar hukum bagi boleh-ti­
daknya penundaan pemilu. Pu­
tusan MK yang akan memberi­
kan tafsir perihal boleh dan 
tidaknya penundaan pemilu,ju­
ga sebagai jawaban atas keko­
songan hulwm ketatanegaraan 
dalam pengaturan penundaan 
pemilu, baik dalam UUD 1945 
maupun dalam UU Pemilu dan 
sekaligus menjadi pemutus 
akhir perdebatan masalah fun­
damental kenegaraan untuk ke-r 
pastian hukum. l_ l 


